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MOTTO :
“MENANG JADI ARANG, KALAII JADI ABU™
SETIAP PERTENGKARAN TIDAK
AKAN MENGUNTUNGKAN
SIAPAPUN

(Smith)

Smith, Margareth, 1999, Rabiah : Pergaulan Spiritual perempuan, Risalah Gust:.
Surabaya.
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Skripsi ini kupersembalikan untuk :

l. Ibuku, Kasiati dan Bapakku, Soekarno terhormat;

2. Almamater yang kubanggakan.
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RINGKASAN

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnva ialah bahwa
perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun svarat-svarat
yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanva pelaksanaannva tdak
dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di kantor Urusan agama vang
mewilavahi tempat tinggal mereka, karena pencatatan perkawinan hanva bersifat
administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan perkawinan, perkawinan itu
tetap sah asal rukun dan svarat perkawinan sebagaimana ditentukan menurut
hukum [slam tersebut terpenuhi. Penulis melihat bahwa akibat hukum dar
perkawinan dibawah tangan tersebut jelas tidak mengggambarkan adanva
kepastian hukum bagi generasi penerus dan juga berkaitan dengan masalah
perceraian yang mungkin timbul dari perkawinan tersebut. maka penulis
mengangkat tema skripsi ini dengan judul : ~ Penyelesaian Perkara Gugat Cera
Terhadap Perkawinan yvang Tidak Dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh
Pengadilan Agama Jember ( Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor -
1534/Pdt.G/2002/PA Jr.”.

Tujuan penulisan skripsi vang hendak dicapai adalah untuk mengetahui
proses penvelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan vang tidak
dicatatkan pada Pegawal Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember dan
untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jember
dalam menyelesaikan perkara gugat cerai vang tidask dicatatkan pada Pegawai
Pencatat Nikah tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif
Sumber data vang digunakan adalah sumber data sekunder. Tehnik pengumpulan
data vang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan. sedangkan
analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif

Dart pembahasan vang dilakukan didapat dua kesimpulan, vaitu: perrama.
bahwa proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan vang tidak
dicatatkan pada pegawai pencatat nikah adalah harus meialui pengadilan. Hukum
acara vang berlaku adalah Hukum Acara pada pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama yang pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Perdata

X11
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vang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali vang
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama; kedua, bahwa dalam memutuskan perkara gugat cerai terhadap
perkawinan vang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim
Pengadilan Agama lember mempertimbangkan fakta vang dikemukakan oleh para
pihak dan berdasar pertimbangan hukum vang berlaku,

Pada bagian akhir skripsi ini dikemukakan beberapa saran. vaitu pertama:
untuk mempermudah dan mempercepat proses penvelesaian perkara perkawinan
terutama perkara perceraian, bagi masvarakat vang melakukan perkawinan
hendaknva mencatatkan perkawinan tersebut pada Petugas Pencatat Nikah
sehingga ada kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut dan bagi mereka
vang melakukan perkawinan di bawah tangan hendaklah dilakukan pencatatan
dengan mengajukan pengesahannya kepada Pengadilan Agama dalam bentuk
Istbat Nikah. sedangkan bagi pihak Pegawai pencatat Nikah maupun pihak
Pengadilan Agama hendaklah lebih aktif untuk memberikan penyuluhan dan
pengarahan bagi warga masvarakat khususnva masyarakat vang kurang
memahami pentingnya pencatatan perkawinan : kedua Pengadilan Agama
hendaklah lebth selektif dalam menerima dan memilih perkara perkawinan
terutama perkara perceraian vang akan diproses dalam sidang pengadilan
sedangkan seorang hakim harus bersifat obvektif dan harus dapat menggali dan
menemukan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok perkara, agar
siapapun dapat menilai apakah putusan yang diyatuhkan cukup mempunyai alasan
yang obyektif atau tidak karena Pengadilan Agama adalah suatu Lembaga
Peradilan di mana orang mencari keadilan. untuk itu secharusnva harus bisa

memberikan pengarahan, bimbingan dan pengayoman bagi warga masyarakat.

X1
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah tkatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istr1 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yvang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut ada
kalanya tercapai namun ada kalanya tidak tercapai, jika tujuan perkawinan tidak
tercapai maka akan berakhir dengan perceraian. Perceraian memang merupakan jalan
terakhir bagi perkawinan vang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tapi perceraian
adalah suatu perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT, Hilman Hadikusuma
(1990 : 60) mengatakan, = ...di dalam terjemahan hadist Nabi disebutkan bahwa : =
Sebenci-bencinya barang yang halal di sisi Allah SWT adalah thalak”™ ( Riwavat
Abu Daud dan Ibnu Majah ).

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas perceraian
dipersulit, dalam arti bagi seseorang vang akan melakukan perceraian haruslah
dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar
untuk perceraian adalah : salah satu pihak melakukan zina, pemabok, penjudi,
pemadat yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain
dua tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan vang sah, salah satu pihak
mendapat hukuman 5 tahun penjara setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu
pthak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak
mendapat cacat atau penvakit yang tidak dapat disembuhkan, antara suami istn
terjadi perselisthan terus menerus yang tidak dapat didamaikan

Perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi namun tetap dipaksakan
untuk diteruskan akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi pihak-pihak
vang bersangkutan, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud
pasal 1 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum [slam
tidak tercapai.

\
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Suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan jika memenuhi persvaratan vang
telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan di muka sidang
pengadilan. Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198«
memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang vang beragama Islam dibidang
perkawinan ( termasuk juga didalamnya masalah perceraian ); kewansan. was:at dan
hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakat dan shadagah

Sahnva perkawinan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) UU Nomor
I Tahun 1974 vang menyatakan, ” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menuruz
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannva itu . sedangkan dalarﬁ avat
(2) menyebutkan 7 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan vang
belaku 7 jadi menurut hukum perkawinan nasional bahwa perkawinan vang
dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum agama adalah sah.

Berdasarkan pasal 2 avat (2) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
perkawinan terdapat ketentuan adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 menjelaskan bahwa pencatatan
perkawinan hanya bersifat administratif belaka. Hal ini berarti tanpa pencatatan
perkawinan, perkawinan itu tetap sah asal rukun dan svarat perkawinan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut terpenuhi, hamva
pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor
Urusan Agama vang mewilavahi tempat tinggal mereka.

Sebagai akibat penafsiran/penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
vang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanva bersifat administratif belaka
sehingga tidak menyebabkan batalnya perkawinan, inilah masalah kecil: tap: sangat
besar dampaknya terhadap akibat hukum dari perkawinan itu jika dikaitkan dengan
akibat hukum dar1 perkawinan di bawah tangan vang tidak menggambarkan adanva
kepastian hukum bagi generasi penerus, terutama vang menvangkut dengan
pembuktian nasab ( hubungan darah atau keturunan ), masalah harta bersama antarz
suami 1stri, hak saling mewaris antara anak dan oran tua, demikian juga suami istn
Akan bertambah kusut lagt apabila perkawinan di bawah tangan itu dilakukan untuk

beristri lebih dari satu ( perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya )
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arkan latar belakang dan dengan melihat keadaan tersebut agar
Islam menyadari sungguh-sungguh tentang akibat hukum dan
di bawah tangan ini dan talak karena perkawinan tersebut dan dem:
tian hukum bagi generasi keturunan selanjutnya agar mereka tidak
mudian hari dan agar perkawinan bawah tangan itu tidak berkembanc
le di masa mendatang yang dapat mengaburkan citra hukum Islam. makz
:oba mengangkat tema skripsi ini dengan judul : TINJAUAN
ENTANG GUGAT CERAI TERIIADAP PERKAWINAN YANG
CATATKAN PADA PEGAWAI PENCATAT NIKAH ( Studi
igadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1534/Pdt.G/2002/PAJr. )

an Masalah

- melihat latar belakang yang ada, agar permasalahannyva tidak meluas

ahasan, maka penulis membatasi dengan dua permasalahan, yaitu ;

1akah proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang

atatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agama Jember
Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1534/Pdt.G/2002/PA Jr. ) 2

ang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama dalam memutus

ugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawa:
Nikah ( Putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor
G/2002/PA Jr. ) 2.

| Penulisan

ing hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

ngetahui proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap perkawinar
k dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah oleh Pengadilan Agamz
(Putusan  Pengadilan  Agama Jember Perkara  Nomor
G/2002/PA Jr.);

ngetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agams

mutus perkara gugat cerai terhadap perkawinan yang tidak dicatatkar
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pada Pegawai Pencatat Nikah (Putasan Pengadilan Agama Jember Perkars

Nomor:1534/Pdt.G/2002/PA Ir.)

1.4 Metode Penulisan

Penulis di dalam penyusunan tulisan ini tentunya perlu menggunakan suatu
metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metodologi adalah
(Robert Bogdan & Steven J. Taylor : 1975) adalah : * ... the process, principles, and
procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences
the term applies to how one conducs research ( ... proses, cara-cara dan prosedur
yang kita gunakan dalam mendekati masalah dan mencari Jawaban-jawaban. Dalam
ilmu sosial cara ini digunakan bagi seseorang dalam melakukan penelitian ) 7
( Soekanto, 1984 : 46 )

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh bahan kajian secara
teoritis untuk membahas dan memecahkan masalah.

"

Pendekatan yuridis normatif yaitu : ” suatu pendekatan masalah dengan
menclaah buku-buku yang berisi konsep-konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan
peraturan perundang-undangan, maupun majalah, makalah, dokumen-dokumen lain =
( Soemitro, 1990 :10).

Penulisan skripsi ini dimulai dengan menelaah buku-buku yang berisi konsep-
konsep secara teoritis, pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan, maupun
majalah, makalah, dokumen-dokumen lain khususnya yang mengatur tentang gugat
ceral terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.
Metode pendekatan di atas digunakan karena penelitian yang dilakukan adalah
penelitian hukum normatif dan mengingat permasalahan yang dikaji berkisar pada
penerapan peraturan perundang-undangan.

1.42 Sumber Data
Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh Data primer adalah
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama vakni perilaku masyarakat

melalui wawancara, penelitian lapangan; sedangkan data sekunder adalah data yang
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th

diperoleh dari bahan pustaka, mencakup dokumen-dokumen/naskah resmi, buku-
buku literatur, hasil penelitian yang berwujud laporan, maupun buku harian (
Soekanto, 1984 : 51 ).
Sumber data sekunder menurut Arikunto ( 1989 : 102 ) adalah :
l.peraturan-peraturan yang berlaku dan mempunyai relevansi yang erat dengan
pokok- pokok permasalahan yang ada, sehingga dengan adanya peraturan-
peraturan tersebut setidaknya dapat menjawab permasalahan yang ada ;
2.pendapat para sarjana atau ahli hukum dan doktrin-doktrin yang secara langsung
atau tidak langsung berkaitan erat dengan permasalahan yang ada.
Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yang
diperoleh dari bahan pustaka berupa :
I. putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 1534/Pdt,G/2002/Pa.Jr.;
2. peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan

materi penulisan skripsi ini;

(S ]

pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/ilmu pengetahuan tertentu, serta
doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan
dengan materi penulisan skripsi ini;

4. buku-buku literatur yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi literature
atau kepustakaan dan studi dokumen/naskah dalam penyusunan skripsi ini.Metoda
pengumpulan data adalah suatu proses/perbuatan mengumpulkan data dengan cara
yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud ( Soekanto, 1986 : 66 ).

Studi literatur/kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara membaca atau mempelajari karya ilmiah, literatur-literatur,
peraturan  perundang-undangan, serta artikel-artikel yang berhubungan dengan
masalah yang akan dikaji ( Soemitro, 1990 : 50 ).

Penulis mengumpulkan data dengan cara membaca atau mempelajari kana
ilmiah, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen naskah, seria
artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, sehingga penulis akan
mperoleh data tentang landasan teori-teori hukum dan dasar hukum penulisan vang

dapat digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang ada.
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1.4.4 Analisis data

Penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dalam penulisan
skripsi ini. Deskriptif adalah suatu cara untuk memperoleh gambaran yang rasional
dan obyektif tentang permasalahan yang sedang dibahas dengan memaparkan fakta
dan data yang diperoleh, baik dari hasil studi lapangan (primer) maupun dari studi
pustaka (sekunder) untuk dianalisa dan dituangkan dalam suatu uraian logis dan
sistematis. Deskriptif kualitatif adalah metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi
didasarkan atas analisa vang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 : 138 ).

Dari bahasan yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode pembahasan yang dimulai dari

permasalahan umum menuju pemecahan yang bersifat khusus.
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BAB I1
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang diperoleh berdasarkan Perkara Nomor

1534/Pdt.G/2002/PA_ Jr. pada Pengadilan Agama Jember bahwa peng

-~

gugat adalax
Sarmani binti P. Tuyan/Usman alm, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh.
terakhir bertempat tinggal di Balung Kopi Desa Balung Kidul Kecamatan Balunz
Kabupaten Jember; sedang tergugat adalahTomo bin Jumari alm, umur 40 tahun.
agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di Tegalan Desa Balunz

Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Pokok perkara yang mendasari diajukannya gugatan cerai vang diajukzz
penggugat dapat diuraikan : bahwa penggugat dan tergugat telah menikah padz
tahun 1978 dan memiliki seorang anak, namun sampai sekarang belum
memperoleh Kutipan Akta Nikah. Sectelah penggugat mengurus pada KUA
Kecamatan Balung Kabupaten Jember tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.
ternyata perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak tercatat dalam buku
Register Nikah di KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember; setelah menikan
antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun, rumah tangga penggugat dan
tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 6 bulan terakhir perkawinan antara
penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang disebabkan karena tergugat bertengkar dengén anak mantunva.
Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan sudah tidak dapa:
didamaikan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugzt

Setelah melalui proses peradilan dan mengambil kesimpulan, maxz
Pengadilan Agama Jember mengadili dan memutuskan bahwa :

1. menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek

R
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menjatuhkan talak ba'in Tergugat ( Tomo bin Jumari alm. ) terhadap
Penggugat ( Sarmani bin P. Tuyan/Usman alm. );
membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung

sebesar Rp 162.000.- ( seratus enam puluh dua ribu rupiah )

2.2 Dasar hukum

'IJ

Dasar hukum yng dijadikan pedoman dalam skripsi ini adalah -

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1, pasal 2, pasal 39 avat (2) huruf f';

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama -

Pasal 49, pasal 54, pasal 70 ayat (1), pasal 76 ayat (1), pasal 82 avat (2). pasal
89, pasal 96 ;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas [ ndang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 10 ayat (1) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan °

Pasal 19 huruf (), pasal 22 ayat (2) ;

Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 3, pasal 7 ayat (3), pasal 134, pasal 116 huruf (f) :

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) -

Pasal 120, pasal 121, pasal 171 ayat (1), pasal 172.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan
Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan adalah istilah yang sangat umum. Banyaknva pendapat

yang dikemukakan orang mengenai perkawinan. tidaklah memperlihatkan adanyva

pertentangan yang sungguh-sungguh, karena pada dasamva memiliki makna
sama.
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ikahan berasal dari kata nikah yang berarti * perkawinan *“ marriage
semula adalah hubungan kelamin ( Lili Rasjidi, 1999 : 65 ).
N pengertian perkawinan menurut Sayuti Thalib ( 1986 : 47 ) adalah :
njian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang
mpuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan
suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.
ngkan kata suci untuk perrnyataan segi keagamaan dari suatu
awinan. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Anwar
ono dalam bukunya “ Hukum Islam * mengatakan bahwa pernikahan
th suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang
npuan untuk membentuk keluarga bahagia.
ng menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
n mengatakan bahwa, “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
ia dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
('rumah tangga ) yeag bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
n harus dilihat dari tiga segi pandangan
inan dari segi hukum. Bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian
cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dulu vaitu
aqad nikah dan dengan rukun serta syarat tertentu, dan juga cara
aikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur
nya yaitu dengan prosedur talag, kemungkinan fasakh, syiqaq dan
nya.
inan dari segi sosial ( adat ). Dalam setiap bangsa ditemui suatu
n yang umum bahwa orang yang telah berkeluarga atau pernah
arga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang
win,
nan dari segi agama. Pandangan suatu perkawinan adalah suatu segi
ngat penting, karena perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci di
edua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling

enjadi pasangan hidupnya.
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Menurut Hilman Hadikusumo ( 1991 : 3 ) : *...pengertian nikah itu bukan

semata-mata bersetubuh tapi juga bertujuan untuk saling memelihara dan memberi

semangat hidup”.

Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, harus dipenuhi syarat-syarat

perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Bab II pasal 6 sampai 12

Undang-Undang Perkawinan adalah :

g »

& o

g
h.

persetujuan kedua belah pihak ;

1zin orang tua-wali ;

batas umur untuk kawin ;

tidak terdapat larangan kawin ;

tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain ;

tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan
dikawini;

bagi janda telah lewat masa tunggu ( tenggang idah ) ;

memenuhi tata cara perkawinan ;

Dalam perkawinan juga mengenal asas-asas perkawinan seperti terkandung dalam

Undang-Undang Perkawinan vaitu :

a.
b.

U=

perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal

perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaannya itu

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan

perkawinan berasas monogami terbuka

calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan
perkawinan

batas umur perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan umtuk wanita adalah 16
tahun

perceraian dipersulit dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan

hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang
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Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkar
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyebutkan bahwa tap-tiag
perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Untuk
mengetahui apakah sah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan menuru:
hukum Islam, maka kita harus tahu lebih dahulu apa yang dimaksud dengan
perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan yang dilakukan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap
dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan yang telah
ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalu:
pendaftaran atau pencatatan di Kantor urusan agama yang mewilayahi tempa:
tinggal mereka ( Ramulya, 2000 : 71 ).

Untuk mengetahui sah tidaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan
maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menuru:
hukum Islam.

Menurut Ramulya ( 2000 : 70 ), syarat-syarat perkawinan vang mengiring:
rukun perkawinan menurut hukum Islam ialah :

harus ada wali pengantin pihak wanita ;

b. harus ada minimal 2 ( dua ) orang saksi yang juga harus laki-laki, akil dan
beragama islam ;

¢. sunnah bagi mereka mengadakan walimah ( pesta perkawinan ) walaupun
hanya dengan hanya sepotong kaki kambing ;

d. TI’lanun nikah atau pukullah gendang dan umumkan perkawinan tersebut.

Sedangkan rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah :

a. adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan ;

b. calon pengantin tersebut harus akil balig atau dewasa dan berakal ;

c. calon pengantin tersebut kedua-duanya ( laki-laki dan perempuan )harus sama-
sama beragama islam ;

d. harus ada persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tersebut ( berarti tidak

boleh ada paksaan ) ;
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e. harus ada mahar ( mas kawin ) dari pengantin laki-laki untuk pengantin
perempuan ;
f. harus ada ijab dari pihak pengantin perempuan ( walinya ) dan qabul dan
pthak pengantin laki-laki ;
g. walimah dan [’lanun nikah artinya perkawinan harus dipestakan dan
diumumkan.
Dari uraian rukun dan syarat perkawinan menurut hukum [slam tersebut di
atas tidak terdapat ketentuan atau persyaratan keharusan adanya pencatatan
pcrkawinan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Demikian pula dengan penjelasan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu hanya
bersifat adminmistratif belaka. Hal mi berarti tanpa pencatatan perkawinan,
perkawinan itu tetap sah asal rukun dan syarata perkawinan sebagaimana
ditentukan menurut hukum Islam tersebut terpenuhi.
Untuk melihat akibat hukum dari perkawinan yang di bawah tangan, dapat
ditafsirkan secara a contrario dari akibat hukum suatu perkawinan yang sah
tersebut sebagai berikut :
a.menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami
1stri tersebut ;

b.mahar ( mas kawin ) yang diberikan oleh suami menjadi hak istri ;

c.timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri ;

d.suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga ;

e.anak-anak yang lahir dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak sah ;

f. suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya ;

g.timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda ;

h.bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya ;

i. bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali
bagi anak-anak maupun harta bendanya ;

1. antara suami istri berhak saling waris mewarisi, demikian pula dengan antara
anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya dapat

saling waris mewarisi.
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Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan tentulah sebaliknya tidak

mempunyai akibat hukum seperti tersebut di atas karena perkawinan sukar

dibuktikan kecuali semua para pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tetap

hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Perkawinan

L

Kewenangan Pengadilan Agama meliputu dua hal :
Kekuasaan relatif
Pasal 4 ayat (1) UU Nomor & Tahun 1989 berbunyi :
Pengadilan agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kkota kabupaten
dan daerah hukumnya mliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi :
Pada dasarnya kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di
ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau
kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.
Jadi  tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum
tertentw/yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau
satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian mungkin
lebih atau mungkin kurang Yurisdiksi relatif ini memiliki arti penting
sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan
perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.( Rasyid, 2002 : 26 ).
Kekuasaan absolut
Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan
jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam
perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan
pengadilan lainnya, misalnya :

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang
beragama Islam sedangkan bagi yang beragama selain Islam menjadi
kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa
memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh

langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atai di Mahkamah Agung.
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ding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama,
oleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. ( Rasyid, 2002 : 27).
dasarkan asas perceraian dipersulit, maka untuk melakukan suatu
harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini yang
- menangani masalah perceraian adalah Pengadilan Agama. Menurut
dang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud
adilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,
Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di
Peradilan Agama
cuasaan Pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 ayat (1,2.3) dan
U Nomor 7 Tahun 1989.
at (1) menyebutkan bahwa :
wdilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa,
itus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara
-orang yang beragam Islam di bidang ; perkawinan ; kewarisan, wasiat,
ibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ; wakaf dan shadaqah.
dur Penyelesaian Gugat Cerai
 gugat cerai
eraian dalam KUH Perdata menggunakan istilah * pembubaran
' “. Pada umumnya pembubaran perkawinan ini terjadi setelah pisah
visah ranjang. Walupun dalam hukum adat dan agama Islam tidak
ah * pisah meja dan pisah ranjang “
ang cerai itu sendiri, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia berarti
1 * putusnya suatu hubungan perkawinan antara suami istri © atau
bersama sebagai suami istri «

adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim
berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam
rundangan. ( R.Soeroso, 1996 : 41 )
g-Undang Perkawinan pada dasarnva menganut asas perceraian
lalam arti bagi seseorang yang akan melakukan perceraian haruslah
an-alasan yang kuat sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal

Undang Nomor | Tahun 1974. Alasan-alasan yang dapat dijadikan
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dasar untuk perceraian adalah : salah satu piiak melakukain zina, pemabok.
penjudi, pemadat yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak
yang lain dua tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa aiasan yang sah, salah satu
pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara setelah perkawinan dilangsungkan,
salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak lain, salah satu
pihak mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, antara suami
1stn terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan.

Menurut hukum  Islam, perkawinan itu putus karena  kematian dan
perceraian ( thalak, khulk, fasakh , akibat syiqaq, dan pelanggaran ta’lik talak )
( Hilman, 1990 : 169 )

Talak yang dijatuhkan suami kepada istri adalah talak satu, talak dua, dan
talak tiga. Cara menjatuhkan talak ialah dengan lisan maupun tulisan.. Apabila
suami mencaraikan istri maka ia memiliki kewajiban :
a.memberi pemberian ( mar’ah ) yang pantas berupa uang atau barang ;
b.memberi nafkah hidup, pakaian dan tempt kediaman selama bekas istri dalam

masa iddah ;
c.melunasi mas kawin jika belum lunas serta memberi belanja untuk mengurus
anak dan pendidikan anak sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka bekas istri berhak
mengadukannya kepada hakim.

Seorang istri dapat juga mengajukan permintaan cerai pada suami melalui
pengadilan. Permohonan tersebut biasa disebut dengan istilah gugat cerai. Gugat
cerai adalah perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan yang
dilaksanakan  berdasarkan  gugatan  perceraian  dari pihak  1stri.
( Yahya Harahap, 1996 : 202 )

Sebelum perceraian dilakukan, jika ada hal-hal yang menjadi dasar untuk
menuntut percaraian perkawinan, si istri berhak untuk menuntut pisah ranjang.
Gugatan untuk itu dapat diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui
batas kewajaran dan memenuhi alasan-alasan untuk dikabulkannya suatu gugatan
perceraian. Gugatan itu diajukan, diperiksa, dan diselesaikan dengan cara yang

sama seperti gugatan untuk perceraian perkawinan
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Menurut  hukum Islam, alaan-alasan seorang istri dapat menuntu:
perceraian dari suami adalah :
a.suami telah melanggar ta’lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketikz
akad nikah ;

b.khuluk, istrt meminta cerai dengan membayar uang iwadl ( talak tebus ) ;

c.fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alas an suami berpenyakit
gila, kusta, impotent dll ) ;

d.syikak ( pertengkaran ), istri mengajukan perceraian karena antara suami istr
selalu terjadi pertengkaran.

Prosedur gugat cerai

Prosedur gugat cerai adalah suatu proses penyelesaian perkara gugat ceral.
seorang istri yang bermaksud mengajukan gugatan perceraian kepada suaminyz.
dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama di mana ia tingga!
Permohonan ini harus disertai alasan-alasan dan meminta agar dilaksanakaz
sidang untuk maksud tersebut. ( Wildan Suyuti, 2000 : 44 )

Prosedur penyelesaian gugat cerai ditinjau dari segi yuridis formal, bahwz
perkawinan merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan
perkawinan telah diatur terlebih dulu yaitu dengan agad nikah dan dengan rukuz
serta syarat tertentu, sehingga cara menguraikan atau memutuskan ikatan
perkawinan juga telah diatur sebelumnya vyaitu dengan prosedur talag,
kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya. (Lili Rassjidi : 55).

Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana acarz
menyelesaikan perceraian antara suami istri, yang diatur hanya tentang sita:
hakim, saksi dan sifat-sifat saksi, jenis hukuman yangdapat dijatuhkan sertz
system musyawarah ( peradilan ). Tetapi bagaimana tata cara perceraian ( cera
talak, cerai gugat, cerai karena zina ) diajukan kepada hakim, pemeriksaan dalam
persidangan, usaha perdamaian dan cara merumuskan dan menyampaikan putusaz
itu tidak ada peraturan yang khusus. |

Garis penetapan hukum dalam Islam ialah berdasarkan kitab suci Al-
Qur’an, jika tidak ada dalam Al-Qur;an dilihat dalam hadist Nabi, dan jika tidak

ada para Ulil Amri/penguasa pemerintah/ulama dan para ilmu{van/pemukz
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masuarakat wajib menyatakan. 1jtthad ( berusaha sunguh-sungguh menetapkan
hukum yang belum diatur dalam al-Qur’an dan hadist), dan para hakim. Namun
para ulama dan cendekiawan Isalam belum juga berhasil menetapkan aturan
tentang hukum acara peradilan Islam, sehingga didalam Pasal 54 Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa » Hukum acara
yang berlaku pada Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum
Acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur
secara khusus dalam undang-undang ni”.

Dengan demikian selain dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kita masih juga
berpedoman pada hukum Acara bikinan belanda seperti HIR sepanjang peraturan-
peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Hukum Islam yang belum ada hukum acara peradilannya, maka untuk
mengatur acara perceraian diserahkan kepada hakim untuk mengaturnya, dimana
yang bersangkutan mengajukan perkara perceraian itu ke Pengadilan Negara dan
merupakan kewajiban para hakim Pengadilan untuk memeriksa, mendamaikan.
mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku dengan
memperhatikan hukum agama Islam ( Hilman, 1999 : 177 )

Tata cara perceraian menurut perundangan, pasal 40 UU No 1 Tahun 1974
dikatakan bahwa ™ Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Tata cara
mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ™.
pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama
Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ( pasal 63 Ayat (1) ). Tata cara
perceraian diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab IV
tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Cerai Gugat ( pasal 73-86 ).

Alasan-alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam UU No | Tahun
1974 tentang Perkawinan membedakan tempat mengajukan gugatan, ke
Pengadilan di tempat penggugat ataukah di tempat tergugat, atau tempat lain.
Untuk gugatan perceraian yang diajukan oleh istri ( gugata cerai ) dengan alasan

karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
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tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, gugatan
perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman penggugat ( istri ), kecuali apabila penggugat dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat ( suami ). Dalam hal
penggugat bertempat kediaman di luar negert gugatan perceraian diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ( suami ).
Da;lam hal pengugat ( istri ) dan tergugat ( suami ) bertempat kediaman di luar
negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
melioputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan
Agama Jakarta Pusat.

Untuk menetapkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi
vang berasal dari keluarga atau orang orang-orang yang dekat dengan suami istri
tersebut setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara
suami istri , Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Selam berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
ataupun tergugat pengadilan dapat mengijinkan suami istri tersebut untuk tidak
tinggal dalam satu rumah, pengadilan juga dapat menentukan nafkah yang
ditangung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin
pemeliharaan dan pendidikan anak atau untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak suami
atau hak istri. Gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal
sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pada sidang pertama Hakim mengupaya perdamaian di mana upaya
perdamaian ini terus dilakukan selama sidang berlangsung, setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Hakim dan berdasarkan pertimbangan Hakim, maka Hakim
memutuskan dan salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
tersebut dikirim ke Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputu tempat
kediaman pengguga* dan tergugat untuk dilakukan pendaftaran dalam sebuah

daftar yang telah disediakan untuk itu
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

I

3]

Pengadilan Agama adalah suatu pengadilan yang mandiri, kedudukannva benar-
benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan umum. Namun susunan.
kewenangan/kekuasan, dan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama
adalah sama dan seragam di seluruh Indonesia hal ini untuk memudahkan
terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam
lingkungan Pengadilan Agama. (Soeroso, 1996:79)

Hukum acara peradilan agama yang berlaku adalah hukum acara peradilan agama
vang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989. Jika dalam UU Nomor 7 tahun 1989
tidak ditur, maka yang berlaku adalah hukum acara peradilan perdata di
Pengadilan Negeri, dan jika dalam hukum acara peradilan perdata di Pengadilan
Negeri juga tidak mengatur hal tersebut, maka hukum acara yang berlaku adalah
hukum acara Islam. Jadi proses penyelesaian perkara gugat cerai terhadap
perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencacat Nikah adalah Hukum
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama vang
pada dasarnya adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Dalam memutuskan perkara gugat cerai terhadap perkawinan vang tidak
dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim Pengadilan Agama Jember
berdasarkan atas dua pertimbangan vaitu : berdasarkan duduk perkaranya vaitu
Hakim dalam mengadili yang dipentingkan adalah fakta/peristiwanva vang
dikemukakan oleh para pihak karena fakta bersifat menentukan: dan berdasarkan
pertimbangan hukumnya yaitu peraturan hukum sebagai suatu alat dalam
menjatuhkan suatu putusan, karena pertimbangan hukum juga penting dalam

pembuatan memori banding dan memori kacasi
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4.2 Saran

2

Untuk mempermudah dan mempercepat proses penvelesaian perkara perkawinan
terutama perkara perceraian, bagi masyarakat vang melakukan perkawinan
hendaknya mencatatkan perkawinan tersebut pada Petugas Pencatat Nikah
sehingga ada kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut dan bagi mereka
yang melakukan perkawinan di bawah tangan hendaklah dilakukan pencatatan
dengan mengajukan pengesahannya kepada Pengadilan Agama dalam bentuk
Istbat Nikah, sedangkan bagi pihak Pegawai pencatat Nikah maupun pihak
Pengadilan Agama hendaklah lebih aktif untuk memberikan penvuluhan dan
pengarahan bagi warga masyarakat khususnya masyarakat vang Kkurang

memahami pentingnya pencatatan perkawinan

. Pengadilan Agama hendaklah lebih selektif dalam menerima dan memilih perkara

perkawinan terutama perkara perceraian vang akan diproses dalam sidang
pengadila sedangkan seorang hakim harus bersifat obyektif dan harus dapat
menggali dan menemukan peraturan perundangan vang berkaitan dengan pokok
perkara, agar siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup
mempunyal alasan yang obyektif atau tidak karena Pengadilan Agama adalah
suatu Lembaga Peradilan di mana orang mencari keadilan, untuk itu seharusnva
harus bisa memberikan pengarahan, bimbingan dan pengayoman bagi warga

masyarakat.
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